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ABSTRAK

Tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kota Depok,
makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan
air bawah tanah. Air bawah tanah perlu dikelola untuk memelihara
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama
pengendalian sumber-sumber air bawah tanah sebagai akibat
pengambilan air bawah tanah oleh orang pribadi atau badan.
Pengelolaan secara berkesinambungan bertujuan agar air yang berada
di bawah tanah sebagai sumber daya alam, keberadaannya tetap dapat
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya perlu
pengaturan Pengelolaan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah
Tanah.
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1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3290);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
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Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
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5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
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Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara  Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan,
Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air
Bawah Tanah dan Mata Air Panas;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan
Industri;

Keputusan Presiden = Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan
Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000
tentang  Kewenangan (Lembaran  Daerah  Tahun
2001Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah  Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang W ilayah Kota Depok Tahun
2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45);



STATUS

CATATAN

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Sistematika:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Azas dan Landasan

Bab III Inventarisasi Potensi

Bab IV Peruntukan Pemanfaatan Air

Bab V Perizinan

Bab VI Pencabutan Izin

Bab VII Pendelegasian Wewenang

Bab VIII  Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

Bab IX Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi Air Bawah
Tanah

Bab X Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Bab XI Larangan Pemegang Izin

Bab XII Sanksi Administrasi Pengambilan Air

Bab XIII Sanksi Pidana

Bab XIV  Penyidikan

Bab XV Ketentuan Peralihan

Bab XVI Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 8 Maret 2002



